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A. PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN SOP 

(1) Latar Belakang 

Standar Operasional Prosedur (SOP)/Prosedur Operasional Standar 

(PSO) Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan disusun dilatarbelakangi 

oleh adanya kebutuhan terhadap mekanisme untuk memperlancar 

pelaksanaan penyusunan surat keputusan. Prosedur dan  tanggung jawab 

yang jelas sangat dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan. Kejelasan 

prosedur tersebut, mengacu pada pengaturan terkait kewajiban yang harus 

dilaksanakan dalam tahap-tahap pelaksanaan tanggung jawab dimaksud. 

SOP ini disusun dengan mengacu kepada: 

a) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, 

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota; 

b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum,   Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi   Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah 

dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perbahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,   Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi   Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

c) Keputusan KPU Nomor: 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman 

Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan 

di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 

d) Keputusan KPU Nomor: 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang 

Kode Klasifikasi Arsip Dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan 

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. 

e) Keputusan KPU Nomor: 1442/Kpt/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 

tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum; dan  

 

(2) Tujuan 

SOP Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan (SK) di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan bertujuan untuk 

memberikan petunjuk tentang mekanisme dan prosedur penyusunan 

keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan. 
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(3) Ruang Lingkup 

Memperhatikan bentuk dan isi dari produk hukum surat keputusan, 

dapat diklasifikasi dua kategori produk hukum surat keputusan yaitu: 

a. Kategori A: Produk Hukum Surat Keputusan (SK) untuk 

menetapkan personalia/Tim Pelaksana Kegiatan sebagai contoh SK 

Penetapan Kelompok Kerja/Panitia atau personil dengan tugas 

tertentu; dan 

b. Kategori B: Produk Hukum Surat Keputusan untuk menetapkan 

naskah dinas lainnya, misalnya SK Penetapan Pedoman 

Teknis/Petunjuk Teknis/SOP. 

(4) Ringkasan Prosedur 

a. Penyusunan TOR/KAK dan draft awal SK oleh unit kerja penyusun; 

b. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan diatur 

dalam Pedoman Teknis/Petunjuk Teknis untuk SK Kategori B; 

c. Verifikasi kelayakan dan kepatutan personil oleh Sub Bagian yang 

membidangi perencanaan dan/atau Sumber Daya Manusia (SDM) 

dan kesesuaian antara kegiatan, output dan SDM dalam Term of 

Refference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK)  untuk SK kategori A; 

d. Proses review terhadap draft awal dan proses Legal Drafting 

lanjutan; 

e. Proses Koordinasi/Partisipasi publik serta perumusan dalam isi 

naskah dinas Pedoman Teknis/Juknis/SOP untuk SK Kategori B; 

f. Pengajuan kepada Rapat Pleno dan Pembahasan dan Penetapan 

Rapat Pleno; 

g. Revisi dan finalisasi (otentifikasi, pengarsipan dan digitalisasi). 
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B. IDENTITAS SOP 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA 
SELATAN 

NOMOR: 01/HK.03.1-SOP /7105/Kab/IV/2020 

TANGGAL 
PENGESAHAN: 

30 April 2020 

DISAHKAN 
OLEH: 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

 
 

 
 

ROMMY H. SAMBUAGA 

NAMA SOP: SOP/PSO PENYUSUNAN 
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KPU 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 
1. Peraturan KPU Nomor 17 

Tahun 2015; 
2. Peraturan KPU Nomor 8 

Tahun 2019 
sebagaimana diubah 
dengan Peraturan KPU 
Nomor 3 Tahun 2020; 

3. Keputusan KPU Nomor: 
529/Kpts/KPU/Tahun 
2014;  

4. Keputusan KPU Nomor: 
929/HK.03.1-
Kpt/04/KPU/V/2019 

5. Keputusan KPU Nomor: 
1442/Kpt/HK.03-
Kpt/03/KPU/XI/2019; 

- Penanggung jawab kegiatan dan anggaran adalah 
Sekretaris KPU Kabupaten; 

- Penanggung jawab operasional adalah Kasubag 
Hukum; 

- Unit Kerja Pengusul adalah bagian pada Sekretariat 

KPU Kabupaten yang mengajukan usulan 
penyusunan rancangan Keputusan KPU atau 

Keputusan Sekretaris KPU, sesuai dengan 
tingkatannya; 

- Unit Kerja Penyusun adalah bagian pada Sekretariat 

KPU Kabupaten yang tugas dan fungsinya di bidang 
penyusunan rancangan Keputusan KPU atau 

Keputusan Sekretaris KPU, sesuai dengan 
tingkatannya; 

- Unit Kearsipan, adalah Bagian di Sekretariat KPU 

Kabupaten, yang tugas dan fungsinya menangani 
ketatausahaan dan kearsipan. 

 

KETERKAITAN: PERALATAN DAN PERLENGKAPAN: 

1. SOP/PSO tentang 
Informasi Publik; 

2. SOP tentang 
Pelaksanaan JDIH 

1. Buku Agenda Surat; 
2. Kartu Kendali Verifikasi Kelayakan dan Kepatutan 

Personil; 
3. Kartu Kendali Verifikasi Dasar Hukum dan Muatan 

Isi Draft SK; 

4. Kartu Kendali Pokja; 
5. Formulir Paraf Koordinasi; 
6. Buku Ekspedisi Salinan Surat Keputusan; 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Apabila SOP ini tidak 
dilaksanakan sebagaimana 
mestinya, maka akan 
menghambat proses untuk 
menghasilkan output. 

Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian Umum 



 - 4 -  
 

 

C.  PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN 

  

(1) SOP Penyusunan Surat Keputusan Kategori A (Penetapan 

Personil/Tim Pelaksana Kegiatan/Pokja, Panitia, Tim Teknis) 

a) Deskripsi Prosedur: 

1. Kapala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul:  

1.1. berkoordinasi dengan divisi terkait untuk menyusun:  

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan proses  

pencapaian suatu keluaran (output) yang jelas dan 

terukur; 

b. Draft usulan komposisi personalia TPK/Pokja/Panitia; 

c. Draft awal rancangan keputusan menggunakan 

template SK; 

1.2. setelah draft sebagaimana angka 1 huruf a, huruf b dan 

huruf c selesai, Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja 

Pengusul mengajukan Draft awal racangan keputusan 

melalui nota dinas yang disampaikan kepada Unit Kerja 

Penyusun; 

2. Dalam Hal Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten 

Minahasa Selatan atau Seketaris KPU Kabupaten Minahasa 

Selatan mengusulkan pembuatan Keputusan, dilengkapi 

dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Unit 

Kerja Pengusul. 

3. Draft awal rancangan keputusan disampaikan dalam bentuk : 

3.1. Hardcopy; 

3.2. Softcopy. 

4. Dalam hal rancangan Keputusan merupakan perubahan atas 

keputusan yang sudah ada, dalam penyampaiannya dapat 

dilengkapi dengan persandingan keputusan yang akan diubah 

dengan rancangan keputusan perubahan. 

5. Unit Kerja Penyusun 

Setelah menerima Nota Dinas usulan rancangan Keputusan, 

Unit Kerja Penyusun melakukan tahapan penyusunan dengan 

rincian sebagai berikut : 

5.1. Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun 

mendisposisikan dan memberikan arahan kepada staf, 

untuk melakukan legal drafting dan/atau kajian 

rancangan Keputusan 
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5.2. Dalam proses legal drafting sebagaimana dimaksud pada 

angka 5.1., dapat dilakukan pembahasan bersama dengan 

Unit Kerja Pengusul dan/atau Unit Kerja Terkait melalui 

rapat koordinasi; 

5.3. Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun 

menyampaikan kembali rancangann Keputusan hasil 

legal drafting kepada Unit Kerja Pengusul melalui Nota 

Dinas; 

5.4. Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 5.3. 

memuat permohonan untuk dilakukan pencermatan 

kembali atas substansi pengaturan dalam rancangan 

Keputusan hasil legal drafting.  

6. Unit Kerja Pengusul 

6.1. Unit Kerja Pengusul melakukan pencermatan kembali dan 

mengirimkan hasil pencermatan kepada Unit Kerja 

Penyusun; 

7. Unit Kerja Penyusun  

7.1. Memberikan paraf dan menyampaikan rancangan 

keputusan kepada Kepala Sub Bagian Unit Kerja Pengusul, 

untuk dibubuhi paraf pada rancangan Keputusan; 

7.2. Unit Kerja Penyusun menyampaikan rancangan keputusan 

yang telah dibubuhi paraf kepada Sekretaris. 

8. Sekretaris: 

8.1. Membubuhkan paraf dan menyampaikan rancangan 

keputusan kepada Anggota KPU Kabupaten Minahasa 

Selatan untuk dibahas dalam Rapat Pleno. 

9. Komisioner: 

9.1. Melaksanakan Rapat Pleno membahas rancangan 

keputusan dengan kesimpulan: 

a) Menetapkan rancangan keputusan menjadi keputusan; 

b) Usulan perubahan/perbaikan substansi;  

c) Pengagendaan koordinasi dengan Lembaga/instansi 

terkait; dan/atau 

d) Kebijakan lain. 

10. Unit Kerja Penyusun: 

10.1. Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun melakukan 

perbaikan sesuai hasil pembahasan/ melakukan 
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koordinasi dengan Lembaga lain dan menyampaikan 

kepada Rapat Pleno. 

11. Proses Paraf Koordinasi: 

11.1. Paraf sekretariat pada Rancangan Akhir Keputusan: 

a. Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun; 

b. Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul; 

c. Kaepala Sub Bagian pada Unit Kerja Terkait. 

d. Sekretaris.  

11.2. Paraf anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan 

12. Unit Kerja Kearsipan: 

12.1. Memberikan nomor pada Keputusan KPU Kabupaten dan 

menyampaikan kepada unit kerja Penyusun. 

13. Unit Kerja Penyusun  

13.1. Membuat  Salinan SK dan ditandatangani oleh Kasubag 

Hukum 

14. Staf pada Sub Bagian Hukum mendistribusi Salinan SK dan 

menyampaikan Salinan SK kepada unit kerja kearsipan. 

15. Naskah Keputusan Asli didigitalisasi dan disimpan oleh unit 

kerja penyusun. 
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b) Bagan Alir (Flowchart): 

No Tahap Kegiatan 

Pelaksana Baku Mutu 

Unit Kerja 
Pengusul 

Unit kerja 
penyusun  

Staf Unit 
Kerja 

Penyusun  

Sek 
KPU 
Kab 

Ketua 
dan/atau 
Anggota 
KPU Kab 

Unit 
Kerja 
Ke- 

arsipan 

Kelengkapan 
Durasi 
Waktu 

Output 

1. 

Penyusunan 
- Kerangka Acuan 

Kerja (KAK)  
- Draft awal rancangan 

keputusan termasuk 
usulan komposisi 
personalia,   

- Perbandingan antara 
keputusan sebelumnya 
dengan usulan 
perubahan Keputusan 
(untuk SK Perubahan) 

dan penyampaian 
dengan nota dinas 
 

      

1) Format / 
sistematika 
KAK 

2) Template 
SK; 

3)  Nota Dinas; 
4)  Lembar 

disposisi 

2 hari 

Nota dinas 
dgn lampiran 
KAK dan 
Rancangan 
Keputusan 
(hardcopy 
dan soft copy) 

2. 
mendisposisi usulan 
penyusunan keputusan 
kepada Kasubag hukum  

      

Kartu kendali  

1 hari 

 

3. 
Pengumpulan bahan, 
melakukan proses legal 
drafting dan/kajian  

      
Regulasi 
komputer 

Dok 
Rancangan 

SK 4. 

Penyampaian  kembali 
hasil legal drafting 
kepada Unit Kerja 
Pengusul (nota dinas)  

      

Nota dinas 

5. 
Pencermatan kembali 
dan Pengiriman hasil 
pencermatan. 

      
Dokumen 

pencermatan  

1 hari 

Hasil 
pencermatan 

6. 

Paraf dan penyampaian 
rancangan kepada unit 
kerja Penyusun dan 
Sekretaris untuk 
dibubuhi paraf  

      

Lembar 
disposisi 
Ballpoint 

 

7. Paraf dan penyerahan 
ke Ketua KPU Kab 

      
sda  

8. Koreksi / Penetapan 
Rapat Pleno  

      
sda 1 hari 

perbaikan/ 
penetapan 

9. Perbaikan/ Tindak lanjut 
rekomendasi Pleno 

      
PC/Laptop 

1 hari 

SK Final 

10. 

Paraf seretariat 
dan/atau komisioner 
pada Rancangan Akhir 
Keputusan:  

      

 

11. Menandatangani Surat 
Keputusan 

      Ballpoint Biru/ 
ungu 

1 hari 
12. 

Memberikan nomor 
pada Surat  Keputusan 
(SK) 

      Buku Agenda 
Naskah Dinas 

Keputusan 

13. Membuat  Salinan SK        Stempel 
Salinan  

1 hari 

Salinan SK  

14. Mendistribusi Salinan 
SK kerja kearsipan  

      Buku Ekspedisi 
SK 

Paraf td 
terima 

15. Digitalisasi dok asli dan 
penyimpanan. 

      Scanner  
Media 

penyimpanan 

Soft File 
Hard File 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULAI 

T Y 

SELESAI 
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(2) Prosedur Penyusunan Surat Keputusan Yang Bersifat 

Pengaturan/Kategori B (Pedoman Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, 

SOP dan Pengaturan Lainnya) 

 
a) Deskripsi Prosedur: 

1. Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul:  

1.1. berkoordinasi dengan divisi terkait untuk menyusun:  

a. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang perlu 

dilakukan pengaturan lebih lanjut melalui Pedoman 

Teknis, SOP dan naskah dinas pengaturan lainnya; 

b. Draft awal rancangan keputusan menggunakan 

template SK dan sistematika naskah dinas dalam 

Peraturan KPU tentang Naskah Dinas; 

1.2. setelah draft sebagaimana angka 1 huruf a dan huruf b 

selesai, kemudian diajukan kepada unit kerja penyusun 

(Kapala Sub Bagian Hukum); 

2. Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun:  

2.1. Kepala Sub Bagian Unit Kerja Penyusun, mendisposisi 

usulan penyusunan keputusan kepada Kasubag 

Hukum/Pokja/Tim; 

2.2. Kasubag Hukum memberikan arahan kepada staf untuk 

mengumpulkan bahan, melakukan proses legal drafting 

dan/kajian; 

2.3. Kasubag Hukum atau Pokja melakukan proses legal 

drafting. Dalam hal dibutuhkan masukan stakeholder, 

dapat dilaksanakan workshop/deseminasi draft pedoman 

teknis; 

2.4. Kasubag Hukum menyampaikan kembali rancangan 

Keputusan hasil legal drafting kepada Unit Kerja Pengusul 

melalui nota dinas yang memuat permohonan untuk 

pencermatan kembali substansi pengaturan dalam 

rancangan keputusan hasil legal drafting; 

3. Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul 

3.1. Unit Kerja Pengusul melakukan pencermatan kembali dan 

mengirimkan hasil pencermatan kepada Unit Kerja 

Penyusun; 
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4. Kepala Sub Bagian Hukum:  

4.1. Memberikan paraf dan menyampaikan rancangan 

keputusan kepada Kepala Sub Bagian pada unit kerja 

Penyusun dan Sekretaris untuk dibubuhi paraf; 

5. Sekretaris: 

5.1. Membubuhkan paraf dan menyerahkan kepada Anggota 

KPU Kabupaten untuk dibahas dalam Rapat Pleno 

6. Komisioner: 

6.1. Melaksanakan Rapat Pleno membahas rancangan 

keputusan dengan kesimpulan: 

a) Menetapkan rancangan keputusan menjadi keputusan; 

b) Usulan perubahan/perbaikan substansi;  

c) Pengagendaan koordinasi dengan Lembaga/Instansi 

Terkait; dan/atau 

d) Kebijakan lain. 

7. Unit Kerja Penyusun: 

7.1. Melakukan perbaikan sesuai hasil pembahasan/ 

melakukan koordinasi dengan Lembaga lain dan 

menyampaikan kepada Rapat Pleno 

8. Proses Paraf Koordinasi: 

8.1. Paraf sekretariat pada Rancangan Akhir Keputusan: 

a. Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun;  

b. Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul; 

c. Sekretaris.  

8.2. Paraf anggota KPU Kabupaten. 

9. Unit Kerja Kearsipan: 

9.1. memberikan nomor pada Surat Keputusan dan 

menyampaikan kepada unit kerja Penyusun. 

10. Unit Kerja Penyusun membuat  Salinan SK dan ditandatangani 

Kepala Sub Bagian Hukum. 

11. Staf pada Sub Bagian Hukum mendistribusi Salinan SK dan 

menyampaikan Salinan SK kepada unit kerja kearsipan 

12. Naskah Keputusan Asli didigitalisasi dan disimpan oleh unit 

kerja penyusun. 
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b) Bagan Alir (Flowchart): 

No Tahap Kegiatan 

Pelaksana Baku Mutu 

Unit Kerja 
Pengusul 

Unit kerja 
penyusun 
(Kasubag 
Hukum) 

Pokja/ 
Tim  

Sek 
KPU 
Kab 

Angg. 
KPU Kab 

Ketua  
Unit 

Kerja Ke- 
arsipan 

Kelengkap
an 

Durasi 
Waktu 

Output 

1. 

Penyusunan 
- Daftar Inventarisasi 

Masalah (DIM)  
- Draft awal rancangan 

keputusan  
- Perbandingan antara 

keputusan sebelumnya 
dengan usulan 
perubahan Keputusan 
(untuk SK Perubahan) 

dan penyampaian 
dengan nota dinas 

       

1) Format / 
sistematik
a DIM 

2) Template 
SK; 

3)  Nota 
Dinas; 

4)  Lembar 
disposisi 

7 hari 

Nota dinas 
dgn lampiran 
DIM dan 
Rancangan 
Keputusan 
(hardcopy 
dan soft 
copy) 

2. 
mendisposisi usulan 
penyusunan keputusan 
kepada Kasubag hukum 

       
Lembar 
disposisi 

1 hari  

3. 
Pengumpulan bahan, 
melakukan proses legal 
drafting dan/kajian 

       
Peraturan 

 
7  hari Draft Awal 

4. Workshop/Uji Publik 
dengan stakeholder  

       
Seminar kit 2-3 hari 

Lap. 
Kegiatan 

5. 
Penyempurnaan draft 
berdasarkan masukan 
forum Uji Publik  

       

Komputer  3-7 hari 

Dok 
Rancangan 

SK 
7. 

Paraf dan penyampaian 
rancangan kepada unit 
kerja Penyusun dan 
Sekretaris untuk 
dibubuhi paraf  

       

Lembar 
disposisi 
Ballpoint 1-2 hari 

8. Paraf dan penyerahan 
ke Pleno 

       
sda 

9. Koreksi / Penetapan 
Rapat Pleno  

       
sda 1 hari 

perbaikan/ 
penetapan 

10 Perbaikan/ Tindak lanjut 
rekomendasi Pleno 

       
PC/Laptop 

1 hari 

SK Final 

11 

Paraf sekretariat 
dan/atau komisioner 
pada Rancangan Akhir 
Keputusan 

       

 

12 Menandatangani Surat 
Keputusan 

       Ballpoint 
Biru/ ungu 

1 hari 
13 Memberikan nomor 

pada Surat Keputusan  

       Buku 
Agenda 

Keputusan 

14 Membuat  Salinan SK         Stempel 
Salinan  

1 hari 

Salinan SK  

15 mendistribusi Salinan 
SK  

       Buku 
Ekspedisi SK 

Paraf td 
terima 

16 

 
 
Digitalisasi dok asli dan 
penyimpanan. 
 
 

       

Scanner  
Media 

penyimpan- 
an data 

Soft File 
Hard File 

 

 

MULAI 

T Y 

SELESAI 
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D. PENGESAHAN 

 

1.  Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap 

sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan. 

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat 

dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini. 

3. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 2 tidak berlaku untuk 

tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan. 

4. Prosedur Standar Operasional ini beserta revisinya kemudian, berlaku 

sepanjang Tahun 2020, dan tetap berlaku untuk kegiatan penyusunan 

Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Minahasa Selatan sepanjang belum ada Prosedur Operasional Standar 

yang baru. 

5.  Prosedur Standar Operasional ini berlaku dan mengikat pada saat 

ditandatangani. 

 

 Disahkan di Amurang 

 pada tanggal 30 April 2020 

 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN, 

 

 

 

ROMMY H. SAMBUAGA 
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Lampiran 1:  

KARTU KENDALI VERIFIKASI ASPEK KEPATUTAN DAN KEADILAN PERSONIL TIM PELAKSANA KEGIATAN (POKJA / PANITIA / TIM KERJA 

/ TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN) 

 

NAMA TIM/POKJA/PANITIA :  

KATEGORI  : TAHAPAN /  
RUTIN KEUANGAN - KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN :  

MASA TUGAS : BULAN …..  -  …… ( …. BULAN) 

NO 
NAMA CALON 

ANGGOTA TIM/ 
POKJA / PANITIA 

ESELON/ 
STATUS 

KEPEGAWAIAN 

JUMLAH KEANGGOTAAN DALAM 
TIM/POKJA/PANITIA 

BEBAN 
KERJA 

KAPASITAS/ 

KESESUAIAN 
KOMPETENSI 

KETERSEDIAAN 
WAKTU 

SIMPULAN 

TOTAL DI TAHUN 

BERJALAN 

(HINGGA SAAT 

INI) 

YANG SEDANG 

MELAKSANAKAN 

KEGIATAN SAAT 

INI 

PATUT ADIL 

1          

2          

3          

4          

5          

dst          

 

Verifikator 

 

 

_____________________                       _____________________ 
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Lampiran 1:  

KARTU KENDALI VERIFIKASI ASPEK MUATAN DAN FORMAT SURAT KEPUTUSAN 

 

NAMA TIM/POKJA/PANITIA :  

KATEGORI  : TAHAPAN /  
RUTIN KEUANGAN - KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN :  

MASA TUGAS : BULAN …..  -  …… ( …. BULAN) 

Tanggal Verifikasi:  

 
FORMAT 

(SESUAI/TIDAK) 

PENGETIKAN 
(SESUAI/ 

TIDAK) 

MENIMBANG 
DASAR HUKUM 

KONSIDEREN 
MENIMBANG 

KONSIDEREN 
MEMPERHATIKAN 

PENETAPAN 
(DIKTUM) 

SIMPULAN 
ASPEK 

SOSIOLOGIS 

(SESUAI/ 

TIDAK) 

ASPEK YURIDIS 

(SESUAI/ 

TIDAK) 

SESUAI BELUM 
SESUAI 

  
 

   
 
 

     

 CATATAN PERBAIKAN (JIKA BELUM SESUAI) :   

  
 
 
 
 
 

        

 

VERIFIKATOR : Nama:  Jabatan: Kasubag Hukum 

Tanda Tangan 
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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

    Jln. Trans Sulawesi Kelurahan Buyungn Amurang 
Telp : (0430) 23045, 23038                                                                     Fax : (0434) 23045 

 

 
LEMBAR PENGAJUAN NASKAH DINAS 

  

 

NOMOR KEPUTUSAN 

TANGGAL 

TENTANG 

: 

: 

: 

 

 

  

NO. PENGOLAH PARAF 

1 
KASUBAG .................. 
( UNIT KERJA PENGUSUL)  

 

2 
KASUBAG HUKUM  
( UNIT KERJA PENYUSUN) 

 

2 
SEKRETARIS KPU KABUPATEN MINAHASA 
SELATAN 

 

3 DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN  

4 DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN  

5 
DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, 
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM 

 

6 DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI  

7 KETUA KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN 
MOHON UNTUK 

DITANDATANGANI 

 

CATATAN :  

-  Mohon dibaca kembali dan dikoreksi sebelum diparaf ataupun ditanda tangani 

 


